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BT'PATI PARIGI TOUTIOI{C,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan
ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2oll,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan
Penghasilan Berdaearkan Kelangkaan Profesi Bagi Pegawai
Negeri Sipil Dokter Umum Dan Dokter Gigi Di Lingkungan
Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2O16;

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO2 tentang
Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi
Sulawesi Tengah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3239);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2O04 tentang Prsktik
Kedokteran (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
20O4 Nomor 116, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Irmbaran Negara Republik lndonesia Tahun
2OO9 Nomor 144, Tambahan lcmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 50631;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik lndonesia Ta-hun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

lnsnr^To,



Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (km6aran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l4O, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06
tenteng Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 I Tahun 201 I ;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014
tentang Pusat Kesehatan Masayarakt;

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Kewenangan Kabupaten Parig Moutong (kmbaran
Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 20O8 Nomor l8
Seri D Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah

paten Parigi Moutong Nomor lO0);

UEIiUTI'SKAIT:
Menetapkan : PERATIIRAII BITPATI TtI{TAtfC TATBAIIAX

PEIIGIIAAILTX BERDAAARTAI TELAITOKAAI{ PROFEAI
BAGI PEGAWAI IIECERI EIPIL DOKTER T'UI'U DAIT
IX)KTIR CIGI PAI'A FUSIIESTAE DT LIIIGKI'IfCAII DIilAA
KTSEHATAIT KABT'PATEI{ PARIGI IOUT'ONC TAIIT,II
20L6.

BIA I
XTTEI|TUAIf I'UT'U

Psnl I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimeksud dengan :

l. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Parigi Moutong.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kcpala Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi

Moutong.
7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara.

8. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas
adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong.

9. Tambahan penghaailan adalah penghasilan yang diterima di luar
pendapatan pokok.

1O. Kelangkaan Profesi adalah pekedaan atau profesi yang memerlukan
kete rampilan khusus dan langka.

I l. Dokter Umum dan Dokter Gigi adalah PNS Dokter Umum dan Dokter Gigi
yang bekeda pada Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan.

12. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran pada Dinas
Kesehatan.

BAB U
AAAS DAIT TUJUAI|

Ptld 2
(l) Tambahan penghasilan berdasarkan pada asas :

a. kepentingan umum;

8.
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b. efektivitas:
c. akuntabilitas; dan
d. profesionalisme.

(2)Tambahan penghasilan sebagairnana dimaksud pada ayat (l) bertujuan :
a. meningkatkan p€layanan kesehatan, demi kes€lamatan dan

kelalgsungan hidup orang dan masysrakat; dan
b. meningkatkan kesejahtcre,sr bagi Doktcr Umum dan Dokter Gigi.

BAA III
BEAARIIYA TAIBAIIAIT PEXCIIAAIL/iIT

Pra.l 3
Bcsaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi bagi PNS
Dokter Umum dan Dokter Cigi adalah sebGar Rp. 5.00O.OOO,O0 (lima juta
rupiah) sctiap bulan.

BAB IV
TAFAIAI.I PERPA'AXAIT

Pr!.I 4
(1) PNS Dokter Umum dan Dokter Gigi yang memperolch tambahar

penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan pajak
penghasilan (PPh) Pasal 21 dan bersifat frnal yang dipungut dan disetor
olch Bendahara Pcngeluaran.

(2)PPh Pasa.l 2l yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib disetor ke kas Negara/Daerah paling lsmbat
tanggal 10 (scpuluh) bulan takwin bcrikutnya setelah masa pajak bcrakhir.

BAB V
UEI(TI|IAIE DA,!T TATA CARA PERIIIITAATT PWBAYAR^r

Plrd 5
Proscdui dq! tata cara pcrmintaan Fmbq|aran tambahan pengltasilan bagi
PNS Doldcr Umum dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam Passl 3,
bcrdasarkan pcngajuan Surat Permintaan Pembayaran fangsung (SPP-LS)
olch Pejabat Penanggun$awab mclalui Bendahara Pengeluaran seeuai dengan
ketentuan Pcraturan Pcrundalg-undangan.

BAI VI
AUUEER DATA

Plt.I 6
Sumber dana untuk tambahan trrcnghasilan bagi PNS Dokter Umum dan
Dokter Cigi sebagaimana dimaksud dalelt Pesal 3, bcrsumbcr dari Anggaran
Pendapatan dan Bclanja Daerah Kabupaten melekat pada Dokumcn
Pelaksanaan Anggaran Satuar Keda Persngkat Dacrah (DPA-SKPD) Dinas
Kesehatan Tahun Anggaran 20 16.

BAA TV
XETEITTUAI| PEIIUTUP

Prld 7
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku, Peraturan Bupati Nomor 13
Tahun 2Ol5 tentang Tambahan Penghasilan Doktcr Umum Dan Dokter Gigi
Berdasarkan Kclangkaan Profesi Pada Puskesmas Di Lingkulgan Dinas
Keaehatan Kabupaten Parigi Moutong (Bcrita Daerah Kabupaten parigi
Moutong Ta}tun 2015 Nomor 13) dicabut dan dinyatekan tidak berlaku.
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Perd E
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada ta4ggal diundangkan'
Agar setinF orang menge memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi
Moutong,

DitetaDlqn di Parici
;ff;"ss"t l-r&uaer roo

BIIPATI PARTOI folllplfc,

()s^et-
SAXSURIZAL TOUEOIXYIUTU

Diundarrgkan di Parigi ^: '-
padatanggal 4 Saquarr zot6
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